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mereka dengan cara yang baik.” 
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ABSTRAK 

 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing  

Pada Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang 

 

RUSI MADONA 

 

Pekerja outsourcing yang bekerja dari lembaga penyedia layanan 

penempatan buruh dilindungi secara hukum. Beberapa hal penting misalnya, 

kepastian hubungan kerja, pengupahan kesejahteraan telah diatur dalam UU 13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa lembaga pelayanan penempatan buruh swasta wajib berstatus badan 

hukum dan memiliki izin tertulis dari menteri tenaga kerja atau pejabat yang 

ditunjuk.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap 

pekerja outsourcing ada Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang dan Kendala 

yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pada bank 

BNI Syariah KC KM 12 Palembang, yang bersifat deskriptif. 

  Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan 

(library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji 

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya 

(ilmiah) sedangkan data lapangan (field reserch), diperoleh melalui wawancara 

pihak Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang. Teknik pengolahan data 

dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan 

secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik 

suatu kesimpulan. 

 Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pada Bank BNI Syariah 

KC KM 12 Palembang yaitu diberikannya jaminan terpenuhinya hak-hak 

pekerja outsourcing berupa gaji, upah lembur, hak libur berupa cuti dan 

adanya jaminan sosial tanpa diskriminasi. 

2. Kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja 

outsourcing pada bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang sebagai 

berikut: 

a. Pekerja outsourcing itu kurang disiplin dengan kewajibannya. 

b. Perusahaan outsourcing menjadikan pekerja outsourcing untuk 

memberikan informasi perusahaan tempatnya bekerja. 

c. Kontrak kerja pekeerja outsourcing yang relatif singkat akan 

membuat perusahaan kerepotan untuk sering memperbarui kontrak 

kerja. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Outsourcing, Bank BNI Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pengertian Outsorcing dalam hubungan kerja tidak ditemukan dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi 

dalam pasal 64 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dapat 

menyerahkan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang 

dibuat secara tertulis. Menurut Radjagukguk. HP, bahwa outsourcing adalah 

hubungan kerja fleksibel yang berdasarkan pengirimana atau peminjaman 

pekerja.1 

 Pelaksanaan outsourcing dalam beberapa tahun setelah terbitnya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih mengalami 

berbagai kelemahan tertentu hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah maupun sebagai ketidakadilan dalam pelaksanaan 

hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Namun demikian, pada 

dasarnya praktek outsourcing tidak dapat dihindari oleh pengusaha, apalagi 

oleh pekerja. Hal tersebut dikarenakan pengusaha dengan berlakunya Pasal 64 

sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, seakan mendapat legalisasi memberlakukan praktik 

outsourcing tanpa mengindahkan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang. 

 
1Radjagukguk. HP, 2004, Kepastian Hukum Untuk Pekerja Outsourcing.Makalah,hlm.20. 

1 
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Menurut pakar Hukum Pemburuhan Indonesia, yaitu R. Iman Soepomo 

menegemukakan bahwa : “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana 

pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah 

pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh 

itu dengan membayar upah”.2 

Ada 3 pihak dalam sistem outsourcing, yaitu: 

1. Perusahaan principal (pemberi pekerjaan) 

2. Perusahaan jasa outsourcing (penyedia tenaga kerja) 

3. Tenaga kerja.3 

Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan 

tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu 

perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengarah tenaga kerja.4 Ini berarti 

ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan, menyediakan, 

memperkerjakan tenaga kerja untuk kepentingan perusahaan lain. Perusahaan 

inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung dengan pekerja/buruh 

yang dipekerjakan.  

Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan 

kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja terjadi dewasa ini tidak  

 
 

2Iman Soupomo,1968, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja, PPAKRI 

Bhayangkara, Jakarta, hlm.9. 

 
3Libertus Jehani,2008, Hak-hak Karyawan Kontrak,  Praminta Offset,Jakarta, hlm.1. 

 
4Lalu Husni,  2003, Mengenai Outsourcing, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.177. 
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memberikan  jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus 

menerus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan haknya. Fleksibelitas 

menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam 

kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja sendiri 

dalam praktik pada mulanya ditemukan ada 4 jenis hubungan kerja fleksibel, 

yaitu :5 

a. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman kerja 

b. Hubungan kerja yang dilaksanakan dirumah 

c. Hubungan kerja bebas  

d. Hubungan kerja berdasarkan panggilan. 

Tenaga pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu 

yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja. Akibatnya, pekerja selalu 

mengikuti tenaganya ke tempat di mana dipekerjakan dan pengusaha 

kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja karena tenaganya 

sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu pemerintah dengan mengeluarkan 

peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah 

(pekerja) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan 

yang layak sesuai dengan  harkat dan martabat manusia. 

Outsourcing memiliki tujuan strategis dan tujuan berjangka panjang.6 

Tujuan strategis dari suatu outsourcing yaitu bahwa outsourcing digunakan 

 
5RR Ani Wijayanti,2004, Penyerahan Sebagai pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusaan 

Lain (Outsourcing) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, 

dalam Bunga Rampai Masalahh-Masalah Hukum  Masa Kini, UKI press, hlm.65. 

 
6Richardus Eko Indrajit & Richardus Djokopranoto,2003, Proses Bisnis Outsourcing, PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.37-38. 
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oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan keunggulan kompetitif 

perusahaan agar dapat mempertahankan hidup dan berkembang. 

Mempertahankan hidup berarti tetap dapat meningkatkan pangsa pasar. Oleh 

karena itu, pekerjaan harus diarahkan pada pihak yang lebih profesional dan 

lebih berpengalaman dari pada perusahaan sendiri dalam melaksanakan jenis 

pekerjaan yang diserahkan tidak sekedar penyerahan pada pihak ketiga saja. 

Maksud dari tujuan strategis outsourcing adalah bahwa dengan melalukan 

outsourcing, perusahaan ingin meningkatkan kemampuannya berkompetensi, 

atau ingin meningkatkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan 

keunggulan kompetitifnya. 

Kompetensi antara perusahaan umumnya menyangkut tiga hal, yaitu harga 

produk, mutu produk, dan layanan. Hal-hal inilah yang menjadi maksud dan 

harapan utama dari suatu perusahaan dalam melakukan outsourcing. Pemberi 

jasa memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam menjaga dan 

memperoleh keunggulan kompetitif dalam hal harga produk, mutu produk, dan 

layanan. 

Tujuan berjangka dari outsourcing dimaksudkan bahwa tujuan strategis 

selalu berjangka panjang, bukan untuk keperluan sesaat. Karena menjaga 

kehidupan organisasi dan mengusahakan pengembangan perusahaan adalah 

tujuan yang terus menerus dan berjangka panjang, bahkan sangat panjang. 

Dalam hal inilah diperlukan pula rencana jangka panjang perlu dilengkapi 

dengan rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek, yang semuanya 

diperlukan dalam outsourcing.7 

 
7Ibid, hlm.42. 
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Dengan diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2003 dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 

serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 

harkat martabat kemanusiaan. Disamping itu juga menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun.8 

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo,merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno 

Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan.9“Perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. 

Sedangkan menurut Scheltema dalam kaitannya dengan menguraikan 

unsur-unsur negara hukum dimana salah satu unsur negara adalah adanya 

kepastian hukum. Dalam kaitannya ini dikatakan bahwa unsur-unsur turunan 

dari kepastian hukum yaitu:10 

1. Asas legalitas  

2. Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang 

sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan 

3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut 

4. Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain. 

 
8Hadi Setia Tunggal,2009, Himpunan Peraturan Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta, 

hlm.3. 

 
9Soedikno Mertokusumo,1999, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, hlm.145. 

 
10Ida Bagus Kumara Adi Adnyana I, Op.cit, hlm.164. 
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Dalam Pasal 27 ayat(2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari amanat pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat  kita pahami bahwa tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja antara lain:11 

1. Hak atas upah yang layak 

2. Hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk hak 

istirahat dan cuti 

3. Hak atas PHK 

4. Hak untuk mogok kerja dan sebagaimanya. 

Bentuk perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan 

pengguna jasa pekerja. 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada 

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan 

jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Penyerahan sebagaian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Dalam Pasal 65 ayat (2) 

 
11Barzah Latupono, 2011, Perlindungan Hukum dan Hak-hak, Jurnal Sasi, Maret, Vol.17 

No.3.  
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama 

2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi 

pekerjaan 

3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan 

4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. 

Sistem pekerja outsourcing merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian dan pekerja/buruh 

tidak boleh melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi. Perusahaan outsourcing menyediakan jenis 

pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti, seperti kantin, 

Operator Telepon, Call Cantre, Security, Cleaning Service dan lain-lain.12 

Adanya sistem kontrak kerja ini juga lebih mendorong pekerja untuk 

bekerja lebih giat dapat diterapkan atau disepakati adanya insentif atau bonus 

yang dikaitkan dengan kinerja pekerja. Apabila pekerja dinilai berprestasi akan 

mendapatkan bonus atau insentif yang lebih besar.13 

 
12Trijono, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Papas Sinar Sinanti, Depok, 

hlm.177. 

 
13Wijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm.49.  
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BNI Syariah mempunyai kebijakan tersendiri dalam penerapan sistem 

kerja kontrak outsourcing yaitu memilih perusahaan outsourcing yang benar-

benar terpercaya hal ini menghindari terjadinya kecurangan atau penipuan serta 

profesionalitas kinerja yang dipertaruhkan, adanya Job Description yang jelas, 

mendapatkan insentif yang diberikan diluar gaji pokok.  

Jika pihak Bank memperkerjakan pegawai outsourcing itu lebih dari pukul 

16:00 maka Bank akan memberikan uang lembur, dan jika pegawai 

outsourcing melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali maka akan langsung 

dikembalikan ke Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Jenis Perjanjian 

kerja kontrak outsourcing ini adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

dimana perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk 

mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk perkerja tertentu 

dan para pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian ini yaitu PIHAK 

PERTAMA yaitu Bank BNI Syariah dengan PIHAK KEDUA yaitu 

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dengan secara singkat, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :Perlindungan 

hukum terhadap pekerja Outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 

Palembang. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja Outsourcing pada 

Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang ? 
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2. Apakah kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap pekerja 

Outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang ? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

  Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada perlindungan hukum terhadap 

pekerja Outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang dengan 

mengambil lokasi penelitian pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang (KC) KM 

12 Palembang dan tidak kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja Outsourcing 

pada Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang 

2. Untuk mengertahui kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum 

terhadap pekerja Outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 

Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian 

pada Almamater. 
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D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah palembang disebutkan bahwa : 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definis-definisi/konsep-konsep khusus 

yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur kontrit dari teori. 

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini 

dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum 

dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi 

operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna 

variabel sehingga data diambil akan lebih terfokus.14 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan antara lain. 

1. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.15 

2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. Antara lain orang yang bekerja kepada seseorang 

 
14Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,2005, Buku Pedoman 

penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 

hlm.5. 

 
15Setiono,2004, Supremasi hukum, Surakarta, UNS, hlm.3. 
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dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang 

mempekerjakan.16 

3. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, perusahaan outsourcing 

merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga 

kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan yang membutuhkan.17 

4. Bank BNI syariah adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan 

yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik jasa 

maupun produk perbankan lainnya. BNI Syariah dibentuk secara mandiri 

melalui Tim Proyek Internal. .18 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian  

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan  perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pada 

Bank BNI Syariah KC KM 12 Palembang dan kendala yang terjadi dalam 

perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing pada Bank BNI 

Syariah KC KM 12 Palembang, sehingga tidak menguji hipotesa. 

 

 
16Maimun,2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar,PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta, hlm.13. 

 
17Iftida Yusar, 2008, Sukses Implementasi Outsourcing, PPM, Jakarta, hlm.3.  

 
18Antonio Syafi I Muhammad,2001, Bank Syariah dari Teori ke praktik, Gema Insani,  

Jakarta, hlm.38. 
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2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulana data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, 

makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan 

hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, kamus 

Bahasa  Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, 

antara lain pejabat terkait pada Bank BNI Syariah KC KM 12 

Palembang. 

4. Teknik pengolahan data 

 Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu 

dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu 

kesimpulan. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

     BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai institusi penerima pekerja 

outsourcing, pengaturan pekerja outsourcing, pengertian 

outsourcing, tujuan dan risiko outsourcing, perlindungan hukum 

pekerja outsourcing ditinjau dari prinsip kepastian hukum. 

    BAB III     : Pembahasan 

Pada bab ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum 

terhadap pekerja outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 

Palembang dan kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum 

terhadap pekerja outsourcing pada Bank BNI Syariah KC KM 12 

Palembang. 

   BAB IV Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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